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WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712) ;



15.

16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;



21.

22,

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;



27,
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) ;

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan ;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 85/PMK.07 /2009 ;



36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 2/D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/D) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3 /D)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D) ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008
Nomor 4 /D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 2/D) ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 5/D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/D) ;
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49,
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Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008
Nomor 6/D) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/D) ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor I/B) ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2011 Nomor 2/B) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E]) ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/E) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2011 Nomor 3/B) ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B] ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E) ;



53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013
tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) ;

54. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E) ;

55. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2014 Nomor 3/A) ;

56. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2015 Nomor 2/A) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan realisasi Anggaran ;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
c. Neraca ;
d. Laporan Operasional ;
e. Laporan Arus Kas ;
f. Laporan Perubahan Ekuitas ; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.



= i =

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 973.919.348.172,28
b. Belanja Rp. 877.219.888.407,48
Surplus/(Defisit) sebesar Rp. 96.699.459.764,80
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 254.542.687.292,97
2. Pengeluaran Rp 12.106.967.705,00
Surplus/(Defisit) sebesar Rp. 242.435.719.587,97
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.10.189.684.172,28 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 963.729.664.000,00
2. Realisasi Rp. 973.919.348.172,28
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 10.189.684.172,28

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.326.039.249.885,49 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 1.203.259.138.292,97
2. Realisasi Rp. 877.219.888.407,48
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 326.039.249.885,49)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.336.228.934.057,77 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/(defisit) setelah
Perubahan (Rp. 239.529.474.292,97)

2. Realisasi Rp. 06.699.459.764,80
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 336.228.934.057,77
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d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp.13.213.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 254.529.474.292,07
Realisasi Rp. 254.542.687.292,97
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 13.213.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 2.893.032.295,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1.

Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00
Realisasi Rp. 12.106.967.705,00
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 2.893.032.295,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.2.906.245.295,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 239.529.474.292,97

Realisasi Rp. 242.435.719.587,97

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 2.906.245.295,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
2015 sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 254.529.474.292,97
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

a.
b.

sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun berjalan (Rp. 254.529.474.292,97)
. Jumlah Sub Total Rp. 0,00
. Sisa lebih /Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp. 339.135.179.352,77

. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 339.135.179.352,77
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Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 1.788.582.503.618,64

b. Jumlah Kewajiban Rp. 5.191.750.548,15

c. Jumlah Ekuitas Rp. 1.783.390.753.070,49
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) hurufd per 31 Desember 2015 sebagai berikut :
a. Pendapatan Laporan Operasional Rp.1.027.087.200.111,17

b. Beban Operasi Rp. 788.656.872.319,89
Surplus/(Defisit) sebesar Rp. 238.430.327.791,28
c. Surplus (Defisit) dari
1. Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
2. Pos Luar Biasa Rp. 0,00
Surplus/(Defisit) Laporan
Operasional sebesar Rp. 238.430.327.791,28
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2015 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp. 240.661.719.327,09
b. Saldo kas awal BLUD

Dinas Kesehatan Rp. 514.437.775,68
c. Saldo kas awal BLUD RSUD Rp. 13.353.317.190,20
d. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 278.992.087.155,07
e. Arus kas dari aktivitas investasi

aset Non Keuangan (Rp. 182.292.627.390,27)
f. Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 12.093.754.705,00)
g. Arus kas dari aktivitas non

anggaran (Rp. 0,00)
h. Saldo kas akhir per

31 Desember 2015 Rp. 339.135.179.352,77
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 2.239.870.497.853,20
b. Surplus (Defisit) Laporan
Operasional Rp. 238.430.327.791,28

c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar
1. Akumulasi Penyusutan
Sampai dengan Tahun 2014 (Rp. 641.047.350.317,77)
2. Akumulasi Amortisasi
Sampai dengan Tahun 2014  (Rp. 3.289.923.500,00)

3. Lain-lain (Rp. 50.572.798.756,22)
Surplus/(Defisit) Laporan
Operasional sebesar Rp. 1.783.390.753.070,49
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas

pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ;

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi ;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan ;
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Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan ;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara ;

Lampiran L5 : Daftar piutang daerah ;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) ;

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah ;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya ;

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam  tahun
anggaran berikutnya ;

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah.
b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran Il : Laporan arus kas ;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional ;
e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas ;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan ;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Daerah ini ;

b. Ikhtisar  laporan  keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII

Peraturan Daerah ini.
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Pasal 12

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota Madiun
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 10 Agustus 2016
WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016 p Sekretaris Daerah
NOMOR 1/A iy
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